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LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG

NOMOR: 2 TAHUN 1979 SERJ B

- PERATURAN DAERAH TINGKAT 1lI REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 1577
TENTANG :

PENERTIBAN FENEBANGAN DAN PENJUALAN POHON

DAN KAYU

DENCAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! KEPALA DAERAH TINGKAT Il REMBANG

Membaca

Menimbang

: Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
I Rembang bersama Administratur Perum Perhu-
tani Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Man-
tingan dan Administratur Perum Perhutani Kepala
Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo tanggal
9-12-1974 No. Ek.B. 2611;SK./P.P./74. No.
69/Perum Perhutani /Mtn dan No. 265/ Perum
Perhutani/Kdh., tentang idzin penebangan pohon
jati dan atau pohon - pchon jenis lainnya.

: 1. bahwa pada akhir-ekhir ini ternyata terdapat

peningkatan penebangas pohon jati dan atau
pohon jenis- jenis lainnya yang berfungsi seba-
gai pelindung tanah atan sumber air ;

. bahwa dalam usaha pzningkatan penyuburan

dan pengawetan tanah, Pemerintah sedang giat
untuk melakukan usaha penghijauan, sehingga
setiap bentuk usaha perusakan dan atau pene-
bangan pohon jati maupun pohon-pohon jenis
lainnya, baik pohon-pohon milik rakyat mau-
pun milik desa perlu dicezah sebelum nyata-
nyata ada -usaha perema2izan atau tanaman
sebagai penggantinya ;
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. Undang-undang Nomor 5 tahu:n
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. b:hwa dengan “banvaknya penebangan pohon-

p;'.on jati atau pohon-pohcn jesis lainmya
itk ral\nt atau milik desa akan membsri
:szmpatan renyelewengan kayu jati &tau ka\d
nis lan nva yang dlperojch/dlach dari pensu-
a kayvu hutan / kayu pelindung
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. bzhwa uptuk mengatur dan menertibken pena- .
bangin pohon dan jual beli kayu jati dan

kayu-kayu jenis Iatnn}a baik milik r*}.\al
mzupun mlik desa periu diatur dalam Peraturzn
Caecazh sebagai landasan Hukum :

1974 teotang
Pakok -pokok Pemerintahan di Daszrzk

Undang-undang Darurat No, 12 tzhun
tentang Retribusi Daerah :

—
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. Surat Keputusan Gubernur Kepaia Daerzh

Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 7-9-157! MNo.
Hukum 693/1/2 tentang persmajazn hu.,.,,

Surat Jnspektorat Daerah Propinsi Daerzh Tizng- *
kst I Jawa Tenogah tanggal 24 Juni 153735 No. -

Irda. 17/17/75, tentang pungutan income d:n_
usakz — usaha sebagai sumber Pendazpaizn D:z-
rah ditetapkan dengan Peraturan Dzerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwikilan Rakyat Daera:z Kabupaten

Daersh Tingkat 11

Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAY TINGKAT II REM-
BANG TENTANG PENERTIBAN PZNEBANG-

.

£

Dalam Perarur

A. (1) Daerah ada

“ DAN PENJUALAN POHON DAN KAYL.

<

BE A B |
KETENTUAN - UMUM
Pasal 1

zn Daerah ini yang dimaksud decgan :
lsh Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
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(2) Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting-
kat 1I Rembang;

(3) Administratur Perhutani, adalah Kepala Kesatuan Pemang-
kuan Hutan Mantingan dan Kepala Kesatuan Pemangkuan
Hutan Kebonharjo ;

he |

(4) Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan setempat
dalam Kabupaten Daerah Tingkat 1l Rembang ;

(5) Kepala Desa adalah Kepala Desa sefempat didalam wilayah
Kabupaten Dacrah Tingkat II Rembang.

B. (1) Pohon, ialah pohon jati atau pohon lain yang sejenis yang
ditanam diatas tamah perorangan/ Negara / Desa didalam
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I[ Rembang,

(2) Kayu, ialah kayu jati atau kayu lain yang sejenis asal
dari penebangan pohon - pohon tersebut huruf B. (1) diatas

) B A B il
a IDZIN - PENEBANGAN
) Pasal 2

(1) Untuk menebang pohon jati atau pohon-pohon jepis lainnya
kayunya skan dijual belikan dan atau diangkut/dibawa keluar
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, harus mendapat idzin

¢ tertulis dari Bupati Kepala Daerah ;

(2) Kayu jati atau kayu-kayu jenis lainnya yang akan dijual beli-
kan dan atau diangkut / dibawa keluar Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang harus betul-betul berasal dari penebang-
an yang telah mendapat idzin tersebut pasal 2 ayat 1 diatas;

(3) Pohon jati dan pohon lainnya seperti tersebut bab I pasal 1
buruf B. (1) yang akan ditebang dan kayunya dijual belikan
dan atau diangkut/dibawa keluar Kabupaten Daerah Tingkat
II Rembang harus diperiksa terlebih dahulu olek suatu Team
( Komisi ) Peneliti yang terdiri dari Tri tunggal Kecamatan,
Asisten Perum Perhutani dan Kepala Desa setempat ;
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(4) Kayu-kayu yang telah diperiksa Team ( Komisi) Peneliti harus
segera diberi tanda pemeriksaan oleh Perum Perhutani yang
bersangkutan.

.- Pasal 3

k-

(1) Untuk mendapatan idzin penebangan, pemilik pohon sekurang-
kurangnya '3 hari sebelum pelaksanaan penebangan harus®
sudah mengajukan permohonan idzin tertulis yang dilegalisir
oleh Camat dan Bupati Kepala Daerah lewat Administratur
Perumr Perhutani, deigan disertai bukti hak milik atau surat
keteangan sebacai pemilik dari Kepala Desa yang disahkan oleh
"Camat setempat. A -

(2) Jika pohon-pohon yang akan ditebang itu milik desa, maka

permohonan idzin harus dilampiri dengan keputusan rembug
: desa vang telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala
- . Daerah;

(3) Pohon-pohon yang akan ditebang harus sudah nyata - nyata

ada usaha peremajaan sebagai pengganti dengan pohon-pohon.-
baru sekurang - kurangnya berumur 1 tahun.

-

sAaB I
BIA YA
Pasal 4

(1) Setiap permohonan idzin psnsbingan pohon tercantum Bib. I

© Pasal 1 huruf B. 1 pemohon diwajibkan membayar biaya ad-

ministrasi sebesar Rp 500— ( lima ratus rupiah ) uatuk sctmp‘
permohonan.

(2) Bagi setiap permohonan yang disetujui (diidzinkan ) pembeli k
pengangkut / pembawa kayu diwajibkan membayar Dana Peng-
hijauan sebesar 209 dari harga kayu milik rakyat dan 30%;

- dari harga kayu milik Desa.

(3) Penebangan pohon milik rakyat yang tidak akan dijual belikan
dan benar — benar akan dipsrgunakan’ sendiri oleh pemiliknya
tidak dikenakan dana penghijauan. Pemilik diharuskan/diwajib-
kan mentaati ketentuan dalam pasal 3 ayat 2 peraturan daerah
ini. Idyin penebangan diberikan dari Camat setempat.
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(4) Diluar ketentoan tersebut Bab. 1I[ pasal 4 ayat (1 sampai
dengan 3) peraturan daerah ini tidak dibeaarkan dan dilarang
mengadakan pungutan - pungutan lain,

BAB 1V

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

(1) Penebangan pohon-pohon tercantum Bab. I pasal 1 huruf B. 1
tidak dibenarkan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut
diatas dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
atau d=~da setinggi-tingginya Rp 30.000,- (tigi pulub ribu
rupiah );

(2. Peraturaa Daerah ini dapat disesbut Peraturan Daerah tentang
Penertiban dan Penebangan Pohon dan Kayu. dan mulai ber-
laku pada hari pertama sesudsh hari pengunianganoya.

Rembang, 1 Nopember 1977

Dawan Perwszkilan Rakyat Daerah Bupati Kzpa'a Daerzh Tingkat Il
Kabupsten Daerah Tingkat Il I EM3ANG
REMBANG
Kestua,
ttd
4l
(JAGI GITOE) ({ DRS. SOEHARJONO)
o : NP, 01.022882

Disihkan olzb

Gubernur Kepala Das=rah Tingkat I
Jawa - Tengah

dengan surat keputusan 120ggal ....oeiiiiien
NO  snen: sersnwmmanrsans
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ting-
kat II Rembang No. 2 Seri B. Tahun 1979
tanggal 15 Januari 1979 berdasar pasal 69
ayat (1) dan (2) Undang2 No. 5 Tahun 1974
jo. Pasal 12 ayat (5) Undang-undang Daru-
rat No. 12 Tahun 1957.

Sekretaris Wilayah [Daerah
ttd.

( SOEM0OJO HADIWINOTO SH)
Nip. 500030537




